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ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran
literasi dan kemampuan berpikir kritis di kalangan mahasiswa hukum di era pemanfaatan
Artificial Intelligence (Al). Kegiatan ini berangkat dari fenomena meningkatnya ketergantungan
mahasiswa terhadap AI dalam proses belajar, yang berpotensi menurunkan kemampuan
membaca mendalam (deep reading) dan penalaran hukum (legal reasoning). Fenomena yang
diamati menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa hukum di Kota Bandar Lampung
menggunakan Al untuk membantu membaca dan menafsirkan ketentuan hukum tanpa
melakukan verifikasi terhadap sumber primer. Melalui kegiatan workshop interaktif, diskusi,
dan praktik verifikasi, peserta diajak untuk mengenali risiko over-reliance terhadap Al dan
gejala Al hallucination (distorsi informasi hukum yang tetrlihat valid namun keliru secara
substansi). Hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap
pentingnya membaca dokumen hukum secara langsung serta memahami bahwa Al seharusnya
berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir hukum manusia.

Kata kunci: Artificial Intelligence, Al hallucination, literasi hukum, berpikir kritis, mahasiswa hukum.

ABSTRACT

This activity was carried ont to foster legal literacy and critical thinking skills among law students in
the era of Artificial Intelligence (Al) utilization. The activity stemmed from the growing dependence
of students on Al in the learning process, which potentially reduces their capacity for deep reading and
legal reasoning. The observed phenomenon showed that most law students in the City of Bandar
Lampung relied on Al to read and interpret legal provisions without verifying primary sources.
Through interactive workshops, discussions, and verification practices, participants were guided to
recognize the risks of over-reliance on Al and the symptoms of Al ballucination (distorted legal
information that appears valid but is substantively inaccurate). The results of the activity demonstrated
an increased awareness among students of the importance of reading legal documents directly and
understanding that Al should serve as an intellectnal aid rather than a substitute for human legal

reasoning.
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PENDAHULUAN

Pemantaatan Artificial Intelligence (Al) menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dunia pendidikan
tinggi. Baik pengajar maupun mahasiswa kini tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan Al untuk
kegiatan proses belajar dan mengajar. Pemanfaatan di dalam lingkup fakultas hukum dapat dilakukan
dari kegiatan sederhana seperti merangkum bacaan, mencari referensi hukum, dab menyusun argumen
sederhana sampai kegiatan membuat produk hukum (Farber, 2024) yang rumit baik berupa pendapat
hukum, kontrak, surat gugatan, dan sebagainya (Gutowski & Hurley, 2023).

Kehadiran platform Al yang dapat diakses dengan mudah memberikan kemudahan yang
signifikan dalam kegiatan akademik. Kemudahan ini dapat dilihat dari akses untuk merangkum puluhan
literatur hukum dalam waktu yang singkat serta membuat kritik terhadap dokumen tersebut di waktu
yang sama. Hal ini juga diimbangi dengan suatu paradoks baru, mahasiswa menjadi semakin efisien
dalam mengerjakan tugas yang diberikan selama proses perkuliahan, namun menciptakan risiko
hilangnya kemampuan berpikir kritis serta menurunkan daya baca yang menjadi kemampuan dasar
dalam pendidikan hukum.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan bertlebihan terhadap Al justru dapat
mempengaruhi kemampuan kognitif. Ketergantungan berlebihan ini timbul ketika pengguna
menggunakan saran maupun rekomendasi yang disediakan Al tanpa mempertanyakan kredibilitasnya.
Hal ini berdampak pada kemampuan riset yang erat kaitannya dengan kemampuan membuat
keputusan, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir analitis (Zhai et al., 2024).

Penggunaan Al secara rutin juga berkaitan dengan menurunnya kemampuan kognitif khususnya
dalam kapasitas untuk mempertahankan informasi serta meningkatnya ketergantungan terhadap sistem
tersebut sebagai sumber untuk mendapatkan informasi.(Dergaa et al, 2023). Ketergantungan
berlebihan ini sering kali terjadi tanpa adanya upaya untuk memverifikasi validitas dan keaslian data
yang diberikan, terutama ketika informasi tersebut tidak disertai dengan referensi yang
memadai.(Krullaars et al., 2023) ketergantungan berlebihan terhadap sistem dialog berbasis Al dapat
menurunkan motivasi dan komitmen mahasiswa dalam belajar, karena mereka cenderung terlalu
bergantung pada sistem tersebut untuk memperoleh jawaban alih-alih berpartisipasi secara aktif dalam
proses pembelajaran. Memiliki ketergantungan yang betlebihan terhadap Al juga rentan terhadap
munculnya konten yang tidak akurat atau menyesatkan, bias algoritma, plagiarisme, pelanggaran
privasi, serta kurangnya transparansi (Hua et al, 2024). Sebagai mahasiswa hukum yang sangat
bergantung terhadap validitas setiap dokumen hukum yang dibaca, hal ini tentunya akan mengganggu
proses penalaran hukum apabila tidak diimbangi dengan kemampuan membaca secara mendalam dan
kemampuan berpikir kritis.

IDENTIFIKASI PERMASATLAHAN
Kebiasaan untuk membaca menjadi kunci utama dalam proses penalaran hukum. Kegiatan ini
tidak hanya sekedar menelusuri teks, namun dilakukan secara mendalam (degp reading) dan terstruktur.
Proses ini dilakukan secara perlahan, analitis dan reflektif guna memahami struktur argumen,
menemukan isu hukum, serta menafsirkan norma dan konteks sosialnya. Melalui kebiasaan membaca
yang intens dan kritis, mahasiswa hukum dilatih untuk membangun /fga/ reasoning (Haarala-Muhonen
et al., 2022; Piaskowska & Piesiewicz, 2025), yaitu kemampuan penalaran dan menarik kesimpulan
berdasarkan asas, norma, dan prinsip hukum yang berlaku.
Kekhawatiran muncul ketika mahasiswa semakin bergantung pada Al untuk melakukan fungsi-fungsi
kognitif dasar tersebut (Gerlich, 2025). Studi terkini menunjukkan bahwa perilaku ketergantungan
tethadap Al (reliance bebavionrs) mencakup cara dan frekuensi mahasiswa menggunakan Al untuk
memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas, yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan
tethadap Al (#usf) dan tingkat literasi Al (Al Jiteraey) (Hou et al., 2025). Kemampuan berpikir kritis
memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku ketergantungan tersebut. Penelitian yang
dilakukan terhadap 808 mahasiswa sarjana menunjukkan bahwa:
1. Berpikir kritis berkorelasi positif dengan perilaku penggunaan Al yang reflektif, hati-hati, dan
kolaboratif serta dianggap ideal dalam pembelajaran.

2. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Al justru meningkatkan perilaku penggunaan tanpa
refleksi (thoughtless unse). Hal ini umum tetjadi dalam hal pengguna menerima hasil Al tanpa
verifikasi.
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3. Kemampuan berpikir kritis berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang, yang dapat menahan
efek negatif dari kepercayaan betlebihan terhadap Al

4. Literasi Al menjadi lebih efektif ketika disertai kemampuan berpikir kritis, karena keduanya
mendorong pola penggunaan Al yang lebih reflektif dan bertanggung jawab.

Permasalahan ini menjadi krusial mengingat mahasiswa hukum kini juga dihadapkan pada fenomena
AI hallucination (Ozer, 2024; Sun et al., 2024), yaitu kecenderungan sistem Al menghasilkan informasi
yang tampak meyakinkan namun sebenarnya keliru, tidak akurat, atau bahkan sepenuhnya fiktif.
Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam konteks pendidikan hukum yang sangat menekankan
pada ketepatan dan validitas sumber hukum. Fenomena ha/lucination terjadi karena adanya informasi
terdistorsi yang muncul dari bias data, kesalahan dalam model penalaran, serta tekanan algoritma untuk
menghasilkan respons yang koheren meskipun tanpa dasar fakta yang sahih. Salah satu bentuk
halusinasi ini berupa fabrikasi data yang dalam konteks pendidikan hukum dapat memunculkan sumber
hukum, pasal, atau yurisprudensi yang sebenarnya tidak pernah ada, tetapi ditulis secara meyakinkan
seolah-olah autentik.

Ketika mahasiswa tidak memiliki kesadaran kritis terhadap keterbatasan Al, mereka akan cenderung
mempercayai hasil yang dihasilkan sistem tersebut tanpa verifikasi, sehingga berpotensi mengaburkan
batas antara informasi yang benar dan yang salah. Dalam konteks pembelajaran hukum, kondisi ini
dapat mengancam integritas akademik serta melunturkan kemampuan analisis hukum yang berbasis
bukti dan sumber sahih. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan membaca secara
mendalam menjadi semakin penting bukan hanya untuk menggunakan Al secara efisien, namun juga
untuk melakukan verifikasi atas sumber bacaan yang diperoleh.

Fenomena yang teridentifikasi berdasarkan kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa
hukum di Kota Bandar Lampung cenderung menggunakan Al dalam melakukan penelitian hukum
sederhana tanpa melakukan verifikasi terhadap keabsahan sumber yang dihasilkan. Hal ini merupakan
bentuk gejala AI Hallucination yang timbul dengan adanya penerimaan informasi hukum yang terlihat
valid namun pada dasarnya fiktif. Atas dasar hal tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran literasi hukum dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam
memanfaatkan teknologi Al secara etis dengan tetap melakukan metode membaca secara mendalam
dan verifikasi terhadap sumber bacaan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan
peserta dilakukan dengan menggunakan metode parposive sampling, yaitu penentuan responden secara
sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan kegiatan (Ahmad & Wilkins, 2025;
Palinkas et al., 2015). Dalam hal ini, sasaran Peserta adalah mahasiswa hukum yang berada di Kota
Bandar Lampung yang memiliki tingkat minat baca yang bervariasi. Waktu pelaksanaan kegiatan
pengabdian ini dilaksanakan secara bertahap di bulan Juli-Agustus 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya literasi dan berpikir kritis di
kalangan mahasiswa hukum agar mereka mampu memanfaatkan Al secara reflektif dan bertanggung
jawab dalam proses penalaran hukum di kegiatan perkuliahan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan
dalam bentuk workshop interaktif yang terdiri atas sesi penyuluhan, diskusi dan praktik verifikasi
informasi dalam melakukan penelitian hukum sederhana. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong
partisipasi aktif mahasiswa dalam mengidentifikasi, mendiskusikan, dan mengoreksi contoh kasus Al
hallucination yang muncul selama proses kegiatan. Media yang digunakan meliputi presentasi interaktif
berbasis PowerPoint, studi kasus hukum serta simulasi pencarian dan verifikasi teks hukum
menggunakan platform Al yang umum dipakai mahasiswa (Chatgpt, Deepseek, Gemini, dsb). Selain
itu, digunakan Google Form untuk mengukur minat baca dan persepsi mahasiswa dalam penggunaan
Al untuk melakukan penelitian hukum. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah mahasiswa
menyadari pentingnya melakukan cek ketentuan hukum secara langsung tanpa ketergantungan

berlebihan pada Al
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sesi pelatihan utama yang disusun secara sistematis guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Sesi Pengukuran Minat Baca

Sesi ini memuat kegiatan pengukuran minat baca peserta, berdasarkan jumlah buku yang dibaca selama
tahun 2025. Berdasarkan pengukuran di sesi ini, jumlah buku yang dibaca dapat dijabarkan dalam
diagram berikut:

>5
27.6%

3-5
471%

Gambar 1 Jumlah Buku yang dibaca selama tahun 2025

Berdasarkan pengukuran minat baca peserta, dapat dilihat bahwa minat baca sangat variatif. Sebanyak
dua puluh dua peserta membaca kurang dari dua buku selama tahun 2025. Empat puluh satu peserta
membaca tiga sampai lima buku, dan sebanyak dua puluh empat peserta membaca di atas lima buku
selama tahun 2025.

Data ini tentu tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi tingkat literasi baca masyarakat di Kota
Bandar Lampung secara keseluruhan, mengingat jumlah responden yang terbatas serta karakteristik
sampel yang spesifik pada mahasiswa hukum. Namun demikian, hasil ini tetap memiliki signifikansi
akademik. Variasi tingkat membaca tersebut menggambarkan adanya kesenjangan dalam kebiasaan
literasi di kalangan mahasiswa hukum. Hal ini merupakan kondisi yang relevan untuk dianalisis dalam
konteks meningkatnya penggunaan Artificial Intelligence (Al) di lingkungan pendidikan tinggi

2. Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi

Membaca dalam konteks pendidikan hukum merupakan praktik sosial dan kognitif yang kompleks.
Aktivitas membaca di fakultas hukum menuntut mahasiswa untuk memahami struktur dan genre
wacana hukum, menafsitkan makna dalam konteks sosialnya, serta mengembangkan otoritas
intelektual sebagai calon praktisi hukum. Dengan kata lain, membaca dalam konteks pendidikan hukum
(reading in law) tidak hanya berarti memahami teks hukum, tetapi juga mengasah cara berpikir, berbicara,
dan menulis dengan kerangka berpikir hukum yang reflektif dan argumentatif (Bangeni, 2024).
Kemampuan tersebut erat kaitannya dengan keterampilan penalaran hukum (lega/ reasoning) yang
berkembang secara bertahap selama proses pendidikan hukum. Mahasiswa hukum pada tahap awal
cenderung menggunakan backward reasoning, yaitu pola berpikir deduktif yang berangkat dari hipotesis
dan kemudian mencari bukti pendukung. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan paparan
terhadap kasus, pola ini dapat berkembang menjadi forward reasoning, mahasiswa mulai mengenali pola
fakta dan norma secara reflektif serta mampu menyaring informasi yang relevan dengan isu hukum
yang sedang dianalisis (Stefan H. Krieger, 2006). Perkembangan kemampuan bernalar hukum ini tidak
hanya bergantung pada penguasaan doktrin, tetapi juga pada keterampilan membaca mendalam dan
reflektif yang membentuk struktur kognitif dalam menafsirkan masalah hukum.
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Sayangnya keterampilan tersebut mulai ditinggalkan dengan adanya kemudahan penalaran melalui
bantuan Al Dalam sesi ini dilakukan uji pengetahuan dasar membaca sumber aturan hukum. Peserta
diminta untuk melakukan riset sederhana mengenai hak lintas damai (iwnocent passage) yang dimuat
dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dokumen ini merupakan suatu
petjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di dunia terhadap penggunaan
laut. Kegiatan ini dilakukan secara singkat untuk melihat respon mahasiswa dalam mencari ketentuan
maupun dokumen yang dimaksud:

Gambar 2 Respon peserta dalam mencari ketentuan hukum
21% Peserta mengunduh dokumen UNCLOS yang dimaksud dalam format .pdf sedangkan 78.2%
peserta mengandalkan bacaan Al overview yang disediakan google gemini sebagai berikut:

4 Al Overview

e N~

Innocent passage atau hak lintas damai
adalah hak bagi kapal-kapal dari semua
negara, baik yang berpantai maupun tidak,
untuk melintasi laut teritorial negara lain se-
cara damai. Lintas ini dianggap "damai" selama tidak
merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan neg-
ara pantai yang dilewati. &

Definisi dan Aturan

« Definisi: Navigasi yang tidak membahayakan
keamanan negara pantai, yang definisinya diperjelas
dalam Pasal 19 UNCLOS 1982, ¢

« Syarat: Lintas harus dilakukan secara terus-menerus
dan langsung, kecuali jika ada keadaan darurat seperti
force majeure atau untuk menyelamatkan kapal
lain. &

« Tidak termasuk: Lintas tidak dianggap damai jika
kapal melakukan kegiatan yang mengancam
keamanan, seperti ancaman militer atau spionase,
menurut Pasal 19 ayat (2) UNCLOS. &

Gambar 3 Tampilan penelusuran ketentuan UNCLOS melalui Al Overview
Peserta selanjutnya diberikan perintah sederhana untuk menjawab pertanyaan “apakah kapal perang
boleh melintas jalur tersebut dan pada pasal berapa ketentuan mengenai kapal perang (warship) diaturr?”.
Peserta yang membaca ketentuan melalui AI Overview menjawab dengan merujuk pada ketentuan
mengenai hak lintas damai dalam Pasal 19 dan mengatakan bahwa terdapat indikator yang secara
eksplisit memperbolehkan kapal perang melintas selama tidak melakukan penyerangan. Walaupun
demikian, ketentuan yang dimaksud merupakan Article 19 Section 3 Subsection A Rules Applicable to All
Ships yang memuat ketentuan mengenai seluruh kapal, tidak khusus membahas mengenai kapal perang.
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Ketentuan mengenai kapal perang diatur dalam Swbsection C yang dapat dengan mudah ditemukan pada
daftar isi (halaman 2) jika peserta mengunduh secara langsung .pdf UNCLOS.

Perbedaan ini menunjukkan distorsi informasi yang tampak koheren namun keliru secara substansial
apabila tidak dilakukan verifikasi terhadap sumber asal dokumen. Beberapa peserta bersikukuh bahwa
mereka membaca dokumennya secara langsung dan tidak menyadari bahwa dokumen yang dimaksud
adalah _AI overview. Sesi ini dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kompetensi mahasiswa dalam
konteks pendidikan hukum modern. Literasi tidak lagi terbatas pada kemampuan memahami teks
hukum secara pasif, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi hukum
secara reflektif dan etis. Pendidikan hukum masa kini perlu mengembangkan kerangka pembelajaran
yang menumbuhkan kompetensi hukum berbasis teknologi (technology-driven  lawyering  skills)
(Kimbrough, 2025). Kemampuan mahasiswa hukum di abad ke-21 harus mencakup kolaborasi antara
keterampilan analitis manusia dan pemanfaatan teknologi berbasis Al Sesi ini juga menekankan
petlunya holistic approach dalam kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan kemampuan
berpikir kritis, literasi digital, dan pemahaman etika profesi hukum agar tidak terjadi kesenjangan antara
dunia pendidikan dan praktik hukum.

Berdasarkan kegiatan ini timbul pemahaman peserta terhadap risiko Al Hallucination sehingga selain
bertambah kemampuan peserta dalam mengidentifikasi sumber hukum yang valid, timbul juga
kesadaran untuk melakukan pengecekan ulang terhadap setiap sumber yang diterima. Kemudahan yang
ditawarkan oleh teknologi Al dalam merangkum bacaan, menafsirkan teks, dan menyusun argumen
secara otomatis berpotensi memperkuat kecenderungan membaca secara cepat (surface reading) dan
menurunkan intensitas membaca mendalam (deep reading). Dalam konteks ini, literasi membaca tidak
hanya menjadi ukuran seberapa banyak buku yang dibaca, tetapi juga bagaimana mahasiswa mengolah
informasi secara kritis di tengah arus otomatisasi kognitif yang dihasilkan oleh Al. Pengabdian ini
ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa AI scharusnya digunakan untuk memperkuat
kemampuan berpikir dan membaca kritis, bukan menggantikannya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam
lingkungan pendidikan hukum membawa dua konsekuensi besar. Pada satu sisi, AI memberikan
efisiensi dalam proses pembelajaran, terutama dalam pencarian referensi, perumusan argumen, serta
analisis teks hukum. Sungguhpun demikian, kemudahan ini berpotensi menurunkan kemampuan
berpikir kritis dan kebiasaan membaca mendalam (deep reading) yang menjadi inti dari pembentukan
penalaran hukum (legal reasoning).

Diskusi dalam kegiatan ini menyoroti risiko ketergantungan berlebihan terhadap Al serta
fenomena Al hallucination yang dapat menghasilkan informasi hukum yang tampak valid tetapi
sesungguhnya keliru atau fiktif Dalam konteks pendidikan hukum, fenomena tersebut berpotensi
mengaburkan batas antara pengetahuan hukum yang sahih dan informasi yang terdistorsi. Oleh karena
itu, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran etis menjadi kompetensi yang harus
dikembangkan bersamaan dengan keterampilan teknologi.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa hukum disimpulkan bahwa penguatan literasi hukum dan
kemampuan berpikir kritis merupakan faktor kunci dalam menghindari kesalahan pikir akibat
ketergantungan berlebihan terhadap Al Peserta diharapkan tidak hanya mampu menggunakan Al
secara efisien, tetapi juga dapat mengevaluasi, memverifikasi, dan mengoreksi informasi yang
dihasilkan oleh sistem. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran
baru di kalangan mahasiswa hukum bahwa Al seharusnya berfungsi sebagai alat bantu intelektual,
bukan pengganti proses berpikir hukum manusia.
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